
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 

NOMOR  3  TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2014 

TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang : bahwa sehubungan dengan bertambahnya jumlah menara 

telekomunikasi di Kabupaten Situbondo, maka dipandang 

perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Situbondo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2018; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 
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4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209): 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4956); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3817); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3381); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4252); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724);  

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4726); 

12.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4953); 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 

Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3981); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 

2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat 

Telekomunikasi; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

26. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Infomatika Nomor 

02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang pedoman 

Pembangunan dan Pengunaan Menara Bersama 

Telekomunikasi; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

28. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika 

dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 

18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M /2009; Nomor:19/ 

PERM/M.KOMINFO/O3/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang 

Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara 

Telekomunikasi; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Nomor 13); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 

Nomor 6, Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Nomor 6); 
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 

2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 

2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Penataan Menara Telekomunikasi (Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 1); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 

2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Nomor 2) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 

Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2018 Nomor 7); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Situbondo Nomor 6); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO 

dan 

BUPATI SITUBONDO 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG 

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. 
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Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten 

Situbondo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo 

Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2018 Nomor 7) diubah sebagai berikut : 

 
Pasal 7 

 
(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan 

dengan formulasi sebagai berikut : 

RPMT : Hasil perkalian indeks variabel x Tarif Retribusi 

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sebesarRp. 2.832.900,O0 per menara per tahun. 

(3) Penghitungan dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian 

Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. 

 

Ditetapkan di Situbondo  

Pada tanggal 08 Des 2020 

Diundangkan di Situbondo 

Padatanggal 08 Des 2020 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

 

ttd. 

SYAIFULLAH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 3  

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA 

TIMUR : 279-3/2020. 

WAKIL BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd. 

YOYOK MULYADI 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 

NOMOR  3  TAHUN 2020  

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2014 

TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

 

I . UMUM 

Bahwa dengan mengacu pada surat Direktur Pendapatan dan 

Kapasitas Keuangan Daerah Kementrian Keuangan Republik Indonesia 

nomor : S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016, penghitungan 

besaran tarif retribusi menara telekomunikasi sangat dipengaruhi oleh 

variable jumlah menara. Berdasarkan data aktual, besaran jumlah 

menara telekomunikasi bersifat dinamis artinya dapatberubah-ubah 

setiap tahunnya. Hingga tahun 2019, jumlah menara berizin yang telah 

berdiri di Kabupaten Situbondo adalah sejumlah 170 menara.  

Pemerintah kabupaten Situbondo sendiri telah melakukan 

pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada tahun 

2018 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 

2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Pada tahun 

2018 ini pemerintah Kabupaten Situbondo telah memungut retribusi 

sejumlah 73 menara sesuai dengan ketetapan dalam Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2018. 

 Mengingat terjadi perubahan jumlah menara pada tahun 2019 maka 

dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi.  

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Pasal 7 

Jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Situbondo sebanyak 

170 menara. 

Jumlah kunjungan per menara per tahun = 170 x 2 kali = 340 

kunjungan 

Jika dalam 1 hari = 2 kunjungan, maka untuk 340 kunjungan 

dibutuhkan 170 hari kerja. 
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Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut : 

NO. URAIAN 
BIAYA 

(Rp) 

JUMLAH 

HARI 
BANYAK 

JUMLAH 

(Rp) 

1. Transportasi 185.000 170 hari 1 tim/  

7 Orang 

220.150.000,00 

2. Uang Harian 160.000 170 hari 7 Orang 190.400.000,00 

3. Pembelian 

ATK 

71.050.000  1 Paket 71.050.000,00 

Total Biaya Operasional per tahun 481.600.000,00 

Biaya rata-rata atau tarif pengawasan per tahun yang 

ditetapkan menjadi tarif retribusi (total belanja per tahun 

dibagi jumlah menara) 

2.832.941 

Pembulatan 2.832.900 

 

Pasal II 

Cukup jelas. 

 

 

 




